Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2016/PA Sgm

Z b\ »
P L
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :
EXe MFRx N*rrx Bint A% | ymur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir Strata 1 (S.1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut
Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali

dari adik kandung Pemohon yang bernama:

M¥** Rxax Takxxx ik Bin Axvxx | &k yang masih di bawah umur/ belum

dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum pernah menikah;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti tertulis serta para saksi Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sungguminasa Nomor 122/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 01 Agustus

2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa E*** M**** N**** Bintj A**+* | ***+] Pemohon adalah kakak kandung
dari anak yang bernama M¥** Rk Tikkax Qrxk Bjny Axwkk | xekkkk (ymyr 11
tahun/ lahir tanggal 27 Desember 2004 yang dibuktikan dengan Akta
Kelahiran N0:7371.AL.2007.026146 tanggal 18 Juli 2007) yang
diterbitkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Makassar;
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2. Bahwa anak tersebut di atas merupakan anak dari hasil perkawinan (Alm)
AxEERE | kreeex Bin | ek (gyah kandung Pemohon) dengan H**** Binti L*
O*** H**** (jhu kandung Pemohon);

3. Bahwa dari perkawinan (Alm) A¥xxx | *kkkx Bjn | ****xx (gygh kandung
Pemohon) dengan (Almh) H**** Binti L* O** H*** (jbu kandung
Pemohon) tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-
masing bernama:
| E**x Mpxek N**xx Bintj Axe*x | %% (Pemohon) dan
(I, M Rk T (e By Axeee |tttk

4. Bahwa pada tanggal 19 September 2015, ibu kandung Pemohon yang
bernama H**** Binti L* O** H**** telah meninggal dunia karena sakit di
Kota Makassar sebagaimana diuraikan dalam Surat Kematian Nomor:
111/DB/X/2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa,
Abd. Haris Nasution, S.H. tertanggal Bontomajannang, 01 Oktober 2015;

5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, ayah kandung Pemohon yang
bernama Ax*** | ¥+ Bin | *****x talgh meninggal dunia karena sakit
di Kota Makassar sebagaimana diuraikan dalam Surat Kematian Nomor:
104/DB/VII/2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Bontoala Kabupaten
Gowa, Abd. Haris Nasution, S.H. tertanggal Bontomajannang,18 Juli 2016;

6. Bahwa setelah (Alm) A**** [ *¥eex Bin | ***** (gyah kandung Pemohon)
dengan (Almh) H**** Binti L* O** H*** (ijpbu kandung Pemohon) ke-
duanya meninggal dunia, maka adik kandung Pemohon yang bernama
Mprk Rk Tk (kk Bin Akkkk | *kkkx tinggal bersama dan diasuh serta
dididik dengan sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun
pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh Pemohon, demikian pula
sebaliknya Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuiji
dilingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang
baik bagi adik kandungnya tersebut;

7. Bahwa oleh karena M#*** Rk Tk (grkk Bjpy fdkkek | ko hya|ym mencapai
umur 21 tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga
secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh

karenaitu memerlukan perwalian;
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8. Bahwa oleh karena M*** R¥**x* Trkkk Orxx Bin A¥**x | ***xx gaat ini berada
dalam pengasuhan Pemohon yang juga merupakan kakak kandungnya
sendiri, maka dengan dasar ini pula Pemohon, memohon kehadapan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk ditetapkan
sebagai wali dari adik kandungnya tersebutuntuk mewakilinya melakukan

perbuatan hukum;

9. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan E*** \M*<<* N***x
Binti Ax*** | x| Pemohon untuk menjadi wali dari M*** R***x Tkkrk (e
Bin A | xek:

10.Bahwatujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali adalah
dalam rangka untuk menerima gaji pensiun atas nama A**** | ***** Bjn
L¥++* di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Kota
Makassar dan atau di Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sul Sel di Kota
Makassar;

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan
dasar permohonan Penetapan Wali, maka Pemohon memohon kehadapan
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai
berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (E*** M#**** N#**** Binti A**xx | ***x) gepagali
wali dari adik kandungnya yang bernama M*** R¥xxx Tk (yik Bin
A*eRx | Bk (ymur 11 tahun/lahirtanggal 27 Desember 2004;

3. Menetapkan E*** M*** N**** Binti A*** |**/ Pemohon dapat
mewakili adik kandungnya tersebut untuk melakukan segala
perbuatan hukum;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih
dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka
untuk umumyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

v" Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1V/1987, tanggal 4 Mei
1987 atas nama Anwar dan Halima yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Raha, Provinsi Sulawesi
Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh
Hakim diberi kode P.1.

v" Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306070402140002 atas nama
kepala keluarga Anwar Lamaesa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bertanggal 04-02-
2014, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh
Hakim diberi kode P.2.

v' Fotokopi Surat Kematian Nomor 104/DB/VII/2016 atas nama Anwar
Lamaesa, tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan
dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.3.

v Fotokopi Surat Kematian Nomor 111/DB/X/2015 atas nama H**** tanggal
01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontoala,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya
serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.4.

v" Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 851/IST/II/CS/1990 atas nama
Exx Mreex N*ex o janggal 20 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya
serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.5.

v' Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.026146 atas nama
M** R¥** Tk Qrrx - tanggal 18 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kotamadya Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta

bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.6.
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Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua
orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara
terpisah masing-masing bernama :

1. W*** Bin H**** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal Pemohon dan M+ R¥xk* Tk (yixx Bin prvkk
L***** karena bersepupu dengan saksi.

¢ Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal
29 Juni 2016, sedang ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada
tanggal 19 September 2015.

e Bahwa semasa hidupnya, kedua orang tua Pemohon tidak pernah
bercerai.

e Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung selain M*** R**x*
Tonx (et By Ak | e

e Bahwa yang memelihara M#*** R¥txx Tobwkx (kB Akkkk |tk
selama ini adalah Pemohon.

¢ Bahwa Pemohon sanggup untuk menjadi wali dan sanggup
memelihara, menyayangi dan mendidik adiknya tersebut.

e Bahwayangberhak menerima gaji almarhum Anwar Lamaesa adalah
anaknya yang bernama M*** R¥*x* Takkkk Oikk B Ak | *xk%x namun
masih di bawah umuryaitu 11 tahun lebih.

e Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan
wali dalam rangka untuk menerima gaji pensiun atas nama almarhum
AxERR | xeeex Bin % pgda Bank BRI Somba Opu, Kota Makassar
dan atau pada Kantor POLDA Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

2. Weer N*% Bintj L*** [** di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal Pemohon dan Mt R Thkkkk (il Bipn Ak
L***** karena bersepupu dengan saksi.

e Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal duniapada tanggal
29 Juni 2016, sedang ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada
tanggal 19 September 2015.

e Bahwa Axr+* | ¥kkk Bin | #*** hanya satu kali menikah yaitu dengan
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H**** binti Laode Hasiri dan keduanya tidak pernah bercerai sampai

meninggal dunia.

e Bahwa yang memelihara M** R¥***x Thkkkk (g Bin  Akkkk | ook
selama ini adalah Pemohon.

e Bahwa Pemohon sanggup untuk menjadi wali dan sanggup
memelihara, menyayangi serta mendidik adiknya tersebut.

e Bahwayangberhak menerima gaji almarhum Anwar Lamaesa adalah
anaknya yang bernama M*** R¥*xx Takkkk (ikk B Akkkk | Jkkkk ‘namun
masih di bawah umuryaitu 11 tahun lebih.

e Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan
wali dalam rangka untuk menerima gaji pensiun atas namaalmarhum
Ax*xk | ¥rxxk Bin | ***%% nada Kantor Cabang BRI Somba Opu, Kota
Makassar dan atau pada Kantor POLDA Sulawesi Selatan, Kota
Makassar.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon
menyatakan membenarkan, selanujutnya Pemohon mengajukan kesimpulan
secara lisan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan
dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap telah
termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon
adalah untuk diangkat sebagai wali terhadap adiknya yang bernama M***
R¥#xk Tk (Fkx Bin  A¥*** | ke harhybung ayah kandung dan ibu
kandungnya telah meninggal dunia, sedang Pemohon sebagai kakak M***
Rwrx Tk (rkk B A¥*kx | ¥xx talgh dipercaya oleh keluarga untuk menjadi
wali untuk keperluan masa depan dan demi menjamin kesejahteraan dan
perlindungan hukum, dan untuk menerimakan hak anak tersebut dalam
menerima gaji atas nama almarhum A**** | *¥**x Bin | **** nada Kantor
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Cabang BRI Somba Opu, Kota Makassar dan atau pada Kantor Kepolisian
Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dengan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon
telah menyerahkan alat bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1 sampai
dengan P.6 dan bukti-bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, yang
telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan
diterbitkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya mempunyai nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan hubungan
hukum antara Ax**x | **** Bijn | ***** dengan H**** binti Laode Hasiri, maka
telah terbukti A***x | ***** Bin | ¥**** dengan H**** binti Laode Hasiri adalah
suamiistri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan Anwar
Lamaesa adalah kepala keluarga dan M#*** R¥txx Takkkk (Qiekek Bip Akkkk | dokokokek
masuk dalam daftar kartu keluarga tersebut karena merupakan anak
kandungnya, maka telah terbukti M*** Rxx** Trikik Qiik Bjn Ak | xkiok
adalah anak kandung almarhum A**** | ¥**x* Bjn | ¥**++* dengan almarhumah
H**** binti Laode Hasiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan Anwar
Lamaesa telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016, karena sakit,
maka telah terbukti Anwar Lamaesa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 menerangkan H**** telah
meninggal dunia pada tanggal 19 September 2015, karena sakit, maka telah
terbukti H**** telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan bahwa
Pemohon adalah anak pertama pasangan suami istri dari almarhum Anwar
Lamaesa dengan almarhumah H**** maka telah terbukti Pemohon adalah
anak kandung dari almarhum Anwar Lamaesa dengan almarhumah H****,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa M***
Rxxx Tk (Qrxx By A% | ¥*4k% gdalah anak kedua pasangan suami istri dari
almarhum Anwar Lamaesa dengan almarhumah H*** yang masih berumur

11 tahun 7 bulan, maka telah terbukti M*** R¥**xx Takdkk Qakk Bijpn Akkdk | kokkokck

Hal 7 dari1l Penetapan Nomor 122/ Pdt P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung dari almarhum Anwar Lamaesa dengan almarhumah
H**** yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah
menghadapkan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya telah
memberikan kesaksiannya yang saling berhubungan satu sama lain dan
semuanya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :

o Bahwa Pemohon adalah kakak kandung M*** R*¥¥* Tk (% Bin
NG

o Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal
29 Juni 2016, sedang ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada
tanggal 19 September 2015.

o Bahwayangberhak menerima gaji almarhum Anwar Lamaesa adalah
M#xx Rtk Taowokiek (qakk B Axvik | xvkkx  ngamun masih di bawah umur.

o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah
untuk menjadi wali bagi adik kandung Pemohon yang masih dibawah
umuryaitu berumur 11 tahun 7 bulan.

o Bahwa Pemohon sanggup untuk menjadi wali dan sanggup
memelihara, menyayangi, mendidik serta menjaga adiknya tersebut.
Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan kedua orang saksi

tersebut dipandang memenui syarat formil karena telah mengangkatsumpah
dan telah memberikan kesaksiannya di persidangan, serta telah memenuhi
syarat materiil karena keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya
dan ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai maksud ketentuan Pasal
309 R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan ini bersesuaian dengan
ketentuan Pasal 1 huruf (h ) Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa
perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan
atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua
masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengenai

perwalian dapat dirumuskan sebagai berikut:
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= Bahwa perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur
21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang meliputi
perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

» Bahwa wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang
sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

= Bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta serta memberikan
bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa
depan anak yang berada di bawah perwaliannya.

» Bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada
di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur
21 tahun atau telah kawin, dan mengganti kerugian yang diambil sebagian
akibat kesalahan atau kelalaiannya.

» Bahwa dalam perwalian harus menghormati hukum yang berlaku bagi
orang yang berada di bawah perwaliannya karena itu untuk memberi
kepastian hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa A**** | **++* Bin | ****** ta|gh meninggal dunia dan
yang berhak menerima gaji pensiunnya adalah anaknya yang bernama M***
Rxxx Tk (Qrxk B Ak | kkkx ngmun anak tersebut masih di bawah umur,
maka untuk menerima hak anaknya yang bernama M*** R**** Ttttk (rrx Bin
A | ke nerlu ditetapkan seorang wali terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa anak tersebut masih di bawah umur karena itu
Pemohon sebagai kakak kandungnya dapat diangkat sebagai wali terhadap
anak bernama M+ Rxttx Tk ik By Axttk | ok

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum
dan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan anak tersebut
diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama sebagai lembaga
peradilan yang mempunyai wewenang absolute terhadap permohonan
Pemohon.

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai kakak dari anak
yang belum dewasa tersebut di atas, dipandang oleh Majelis Hakim telah
memenuhi syarat menjadi wali dengan pertimbangan Pemohon sebagai
kakak telah dipercayakan oleh saudara kandungnya yang lain dengan

keluarga lainnya untuk menjadi wali dan sepanjang persidangan Majelis
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Hakim tidak menemukan fakta yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-
syarat sebagai pemegang hak wali sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat
( 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal
109 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi
syarat sebagai wali dari anak yang bernama M*** R¥¥xx Tikkkk (rkk Bjpn Ak
L maka Pemohon wajib untuk mematuhi ketentuan hukum yang
mengatur tentang seorang wali sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat ( 3 ),
ayat (4 ) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum,
oleh karenanya dapatdikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 )
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkaraini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Pemohon (E*** M**** N** Bintj A**** [****) gebagai wali
dari adik kandungnya bernama M#** R¥xx* Tk (ki Bipn Ak | kkkkk
umur 11 tahun 7 bulan.

3. Menetapkan Pemohon (E*** M**** N*** Binti Ax*** | %) dapat mewakili
adik kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum.

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus
2016 M., bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 H., oleh kami
Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan,
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S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,MHI, masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan Nur Intang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti

serta Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya ATK Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp 100.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

I
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